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I. UMUM 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum 
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang 
profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik 
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. 
Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan 
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas 
pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas 
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barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam 
rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi 
pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 
Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu 
dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political 
development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial 
(economic and social development) yang diarahkan meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas 
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus 
memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem 
Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara 
terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang 
baik. 

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK 
yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, 
standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan 
dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, 
penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, 
jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara 
itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, 
pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan 
kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan 
perjanjian kerja, dan perlindungan. 

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan 
untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta 
dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas 
yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, 
dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh 
gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, 
dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan 
sosial. 

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN 
yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini 
untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
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Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta 
pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku 
ASN. 
KASN beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 
(lima) orang anggota. KASN dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian 
yang dibutuhkan. Selain itu KASN dibantu oleh sekretariat yang 
dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil ketua, dan 
anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku kepala 
pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya 
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah 
korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan 
menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta 
mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi 
pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem 
Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi 
dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, 
menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang 
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. 
Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 
dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen 
ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan. 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Pegawai ASN. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 
pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem 
pengelolaan yang terpadu secara nasional. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa 
sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat 
didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap 
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh 
manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah 
bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai 
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan 
perencanaan yang ditetapkan. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 
dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka 
untuk publik. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa 
dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak 
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membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, 
ras, dan golongan. 

Huruf k 
Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” 
adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Huruf l 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” 
adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus 
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
Pegawai ASN. 

Huruf m 
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa 
penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan 
peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penyelia” adalah Pegawai ASN 
yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, 
dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi 
koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional 
keterampilan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “mahir” adalah Pegawai ASN 
yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, 
dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama 
dalam Jabatan Fungsional. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”terampil” adalah Pegawai ASN 
yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, 
dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi 
lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan ”pemula” adalah Pegawai ASN 
yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, 
dan pengalamannya untuk pertama kali dan 
melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional 
keterampilan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi utama” 
adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” 
meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris 
kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal 
kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal 
lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, 
inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf 
ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala 
Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, 
Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 
sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi 
pratama” meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, 
sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat 
jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, 
inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah 
provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala 
dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar 
berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung 
jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 
Skala pengajian dan tunjangan Pegawai ASN ditetapkan 
setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”pejabat fungsional keahlian” antara 
lain auditor kepegawaian, peneliti, perancang perundang-
undangan, dan analis kebijakan. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 
Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis kebutuhan 
jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk 
mendukung beban kerja Instansi Pemerintah. 

Ayat (2) 
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 
ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran. 

Ayat (3) 

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh 
Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
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Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 
Pasal 62 

Cukup jelas. 
Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas 
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 66 

Cukup jelas. 
Pasal 67 

Cukup jelas. 
Pasal 68 

Cukup jelas. 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
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Pasal 70 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS 
untuk menduduki jabatan tertentu di instansi lain yang 
sesuai dengan persyaratan kompetensi paling lama 1 (satu) 
tahun. 

Ayat (6) 
Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS 
untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai 
dengan persyaratan kompetensi. Untuk memperkuat 
profesionalisme PNS, instansi juga membuka kesempatan 
secara terbatas dan tertentu kepada pegawai swasta untuk 
menduduki jabatan ASN sesuai persyaratan kompetensi 
paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Instansi Daerah dan 
sebaliknya setelah berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki 
hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara 
langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi pada unit 
yang berbeda berdasarkan keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “secara bertahap”, antara lain bahwa 
proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis 
pangkat golongan dan masa kerja menuju ke sistem berbasis 
pada harga jabatan sehingga memerlukan kesiapan 
menyusun peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara 
menyeluruh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasal 88 

Cukup jelas. 
Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 
Pasal 93 

Cukup jelas. 
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Pasal 94 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ditetapkan sesuai 
dengan siklus anggaran. 

Ayat (4) 

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK oleh 
Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 
Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 
Pasal 101 

Cukup jelas. 
Pasal 102 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi antara 
lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan 
penataran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Instansi Pemerintah tertentu” adalah 
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut 
di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, 
Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi 
utama dan/atau madya, Presiden dapat dibantu oleh tim. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya di 
tingkat provinsi” adalah sekretaris daerah provinsi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi 
madya di tingkat provinsi, Presiden dapat dibantu oleh tim. 

Pasal 115 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi pratama” 
adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas 
provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. 
Pasal 124 

Cukup jelas. 
Pasal 125 

Cukup jelas. 
Pasal 126 

Cukup jelas. 
Pasal 127 

Cukup jelas. 
Pasal 128 

Cukup jelas. 
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Pasal 129 
Ayat (1) 

Yang dimaksud ”sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa 
yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang 
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap 
seorang pegawai. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 
Pasal 131 

Cukup jelas. 
Pasal 132 

Yang dimaksud dengan ”daerah tertentu” misalnya: daerah yang 
memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, 
daerah konflik, daerah terpencil, dan daerah istimewa. 

Yang dimaksud dengan ”warga negara dengan kebutuhan 
khusus” adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable 
citizen) antara lain: 
a. tunanetra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan, diklasifikasikan dalam buta total (blind) atau 
rabun (low vision); 

b. tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam 
pendengaran baik yang permanen maupun yang tidak 
permanen; dan/atau 

c. tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak 
yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur 
tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, 
amputasi, dan polio. 
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Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 
Pasal 136 

Cukup jelas. 
Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 

Cukup jelas. 
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